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Abstract 

This study aims to analyze the influence of integrity, independence, and professionalism on 

audit quality among auditors at the Audit Board of the Republic of Indonesia (BPK) 

Representative Office of the Special Capital Region of Jakarta. The study employs a 

quantitative approach through a survey of 51 auditors and is analyzed using Structural 

Equation Modeling–Partial Least Squares (SEM-PLS). The results indicate that integrity has 

a positive and significant effect on audit quality, while independence does not exhibit a 

significant influence. Professionalism is proven to have a positive and significant effect on 

enhancing audit quality. These findings highlight that auditor integrity and professionalism are 

key factors in supporting the achievement of high-quality audits. 
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Abstrak 

 

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh integritas, independensi, dan 

profesionalisme terhadap kualitas audit pada auditor BPK Perwakilan Provinsi Daerah Khusus 

Jakarta. Penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif melalui survei terhadap 51 auditor dan 

dianalisis dengan Structural Equation Modeling–Partial Least Squares (SEM-PLS). Hasil 

penelitian menunjukkan bahwa integritas berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas 

audit, sedangkan independensi tidak menunjukkan pengaruh yang signifikan. Profesionalisme 

terbukti berpengaruh positif dan signifikan dalam meningkatkan kualitas audit. Temuan ini 

menegaskan bahwa aspek integritas dan profesionalisme auditor merupakan faktor penting 

dalam mendukung tercapainya kualitas audit yang baik. 

Kata kunci: Integritas, Independensi, Profesionalisme, Kualitas Audit, dan BPK. 
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PENDAHULUAN 

Laporan keuangan berfungsi sebagai instrumen krusial dalam penyajian informasi 

mengenai kinerja dan posisi keuangan suatu entitas, termasuk entitas pemerintahan, secara 

sistematis dan transparan. Dalam konteks good governance, transparansi dan akuntabilitas 

merupakan dua pilar utama yang menjamin pengelolaan keuangan negara dilakukan dengan 

efektif dan efisien (Sitorus et al., 2025). Menurut N. Wahyuni et al. (2025), akuntabilitas dan 

transparansi berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah, sehingga menjadi 

prinsip penting dalam menjaga kepercayaan publik. Oleh karena itu, laporan keuangan publik 

tidak hanya berfungsi sebagai alat administratif, namun juga sebagai bentuk 

pertanggungjawaban pemerintah kepada masyarakat sekaligus dasar bagi terbentuknya 

kepercayaan publik terhadap institusi negara. 

Secara konstitusional, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) merupakan lembaga tinggi 

negara yang berwenang untuk memeriksa pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan 

negara. Kewenangan ini diatur dalam Pasal 23E UUD 1945 serta Undang-Undang No. 15 

Tahun 2006. BPK bersifat independen dan otonom, sehingga terbebas dari campur tangan 

pihak luar dalam melaksanakan tugasnya sebagai auditor eksternal (Amalyh et al., 2025). 

Sebagai garda terdepan dalam menjaga integritas keuangan publik, BPK berperan mendeteksi 

penyalahgunaan anggaran, mengidentifikasi kelemahan sistem keuangan, serta meminimalkan 

potensi kerugian negara (Kaldera et al., 2020). Peran BPK juga melampaui pemberian 

rekomendasi tindak lanjut, yakni dengan menjadi saksi ahli dalam proses peradilan yang 

berkaitan dengan kerugian negara (Putri et al., 2025). 

Menurut DeAngelo dalam Fadhlan et al. (2023), kualitas audit diartikan sebagai kapasitas 

auditor dalam mendeteksi serta mengungkapkan pelanggaran yang terdapat dalam sistem 

akuntansi klien, yang mencakup kompetensi teknis auditor dan independensi dalam 

melaksanakan tugas audit. Hasil audit yang dihasilkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) 

memegang peran fundamental karena menjadi jaminan utama bagi publik bahwa laporan 

keuangan pemerintah disusun dengan wajar dan tidak mengandung salah saji material. Dalam 

kerangka ini, kualitas audit bergantung pada kompetensi, independensi auditor, sistem 

pengendalian mutu, serta tindak lanjut terhadap temuan audit semua elemen ini saling 

terintegrasi untuk menjaga integritas dan kepercayaan publik terhadap pemerintah 

(Agusmansyah & Martani, 2022) 

Dalam IHPS I Tahun 2024 hasil pemeriksaan BPK atas 83 Laporan Keuangan 

Kementeran Lembaga (LKKL) dan 1 Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara (LKBUN) 

Tahun 2023 mengungkapkan opini WTP atas 79 LKKL dan 1 LKBUN, dengan demikian, 

secara keseluruhan sebanyak 80 LKKL dan 1 LKBUN Tahun 2023 memperoleh opini WTP 

(95%). Pada IHPS I Tahun 2024, di tahun ini BPK melaporkan sebanyak 9.910 temuan dari 

738 Laporan Hasil Pemeriksaan dengan nilai mencapai Rp 12,64 triliun. Dari jumlah tersebut, 

7.055 permasalahan (42,7%) berkaitan dengan kelemahan sistem pengendalian intern (SPI), 99 

permasalahan (0,6%) terkait dengan ketidakhematan dan ketidakefektifan, sedangkan 9.364 

permasalahan (56,7%) berhubungan dengan pelanggaran terhadap ketentuan peraturan 

perundang-undangan. (BPK RI, 2024). Fenomena ini menunjukkan bahwa capaian opini WTP 

yang tinggi belum sepenuhnya mencerminkan pengelolaan keuangan negara yang bebas dari 

permasalahan. Hal ini menunjukkan bahwa kualitas audit tidak semata-mata dinilai 

berdasarkan opini yang dihasilkan, tetapi juga dari kemampuan auditor dalam mendeteksi 

kelemahan serta memberikan rekomendasi yang efektif bagi perbaikan tata kelola keuangan 

negara. 

Audit sektor publik yang rendah kualitasnya menimbulkan berbagai konsekuensi serius 

yang dapat merugikan negara dan masyarakat secara luas. Selain itu, inefisiensi anggaran 

menjadi lebih nyata karena lemahnya pengawasan dan tindak lanjut audit memungkinkan 



pemborosan atau penyalahgunaan dana. Hal ini juga membuka celah bagi korupsi dan 

penyalahgunaan kewenangan risiko yang berulang kali terbukti meningkat ketika kontrol 

internal dan fungsi audit tidak efektif (Purba & Hardi, 2020). Korupsi semacam ini berdampak 

buruk pada perekonomian secara makro, menghambat pertumbuhan ekonomi, mengurangi 

investasi asing, menciptakan distorsi pasar, dan memperlebar ketimpangan sosial (Cintana et 

al., 2025).  

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan audit tidak hanya ditentukan oleh 

sistem atau prosedur pemeriksaan, tetapi juga oleh kualitas moral dan etika individu auditor itu 

sendiri. Integritas merupakan prinsip etika yang paling mendasar bagi auditor dalam menjaga 

kualitas audit, karena integritas menuntut sikap jujur, lugas, dan terbuka dalam setiap hubungan 

profesional, serta keteguhan dalam menghadapi tekanan atau kepentingan pribadi yang dapat 

mengganggu objektivitas (Maulana, 2020). Namun, pada praktiknya masih terdapat sejumlah 

kasus yang menunjukkan gangguan terhadap integritas auditor. Pada tahun 2023, adanya 

dugaan keterlibatan dua oknum pejabat BPK dalam praktik korupsi dengan modus ‘jual-beli 

audit’, yakni menawarkan opini audit tertentu dengan imbalan (Nugroho, 2023). Selain itu, 

terdapat kasus dari BPK Perwakilan Jawa Barat dengan adanya suap dari Bupati Bogor kepada 

oknum auditor, agar Pemerintah Kabupaten Bogor mendapatkan opini WTP (Ryn, 2022). 

Namun Paranoan et al. (2023) tidak menemukan adanya hubungan yang signifikan antara 

integritas dan kualitas audit, hal tersebut yang mengindikasikan bahwa tingginya integritas 

auditor tidak selalu menjamin peningkatan kualitas audit. Kondisi ini dapat disebabkan oleh 

pengaruh eksternal, seperti tekanan organisasi, campur tangan atasan, maupun situasi 

pemeriksaan yang kompleks, yang membuat auditor cenderung menyesuaikan sikap 

integritasnya dalam praktik. 

Namun, integritas yang tinggi tidak akan berarti tanpa diimbangi dengan independensi 

yang kuat dalam pelaksanaan tugas pemeriksaan. Secara teoritis, auditor sektor publik memiliki 

independensi finansial lebih kuat dibanding auditor privat karena tidak bergantung pada fee 

auditee. Namun, dalam praktiknya, tantangan terhadap independensi auditor BPK masih dapat 

terjadi. Tekanan dari pihak eksekutif maupun legislatif daerah dalam proses pemeriksaan 

berpotensi memunculkan konflik kepentingan yang dapat memengaruhi objektivitas auditor. 

Independensi sendiri mencakup dua dimensi, yaitu independence in fact yang menunjukkan 

kejujuran dan kebebasan auditor dalam berpikir serta menilai bukti audit, dan independence in 

appearance yang berkaitan dengan persepsi publik terhadap sikap independen auditor 

(Fauziyah, 2024). Jika kedua dimensi ini terganggu, kredibilitas opini audit dan kepercayaan 

publik terhadap hasil pemeriksaan BPK menjadi diragukan. Pada tahun 2023 terjadi kasus yang 

menimpa BPK Perwakilan Riau, ketika Meranti melakukan suap kepada oknum auditor BPK 

untuk pengkondisian pemeriksaan keuangan Kabupaten Kepulauan Meranti tahun 2022 

(Siregar, 2023). Independensi auditor merupakan nilai dasar pemeriksa untuk menjaga 

kredibilitas opini dan kualitas audit. Temuan Lamba et al. (2020) melalui penelitian pada 

auditor pemerintah di Papua menegaskan bahwa independensi auditor memberikan pengaruh 

yang positif dan signifikan terhadap kualitas audit. 

Namun, integritas dan independensi saja belum cukup tanpa diimbangi oleh 

profesionalisme auditor yang memastikan audit dilakukan secara kompeten dan sesuai standar. 

Auditor yang profesional mempunyai pengetahuan dan keterampilan yang memadai, baik dari 

pendidikan formal maupun pelatihan intensif yang memungkinkan mereka melaksanakan audit 

secara efektif dan efisien, bahkan ketika menghadapi kompleksitas pemeriksaan yang tinggi 

(Sulaeman et al., 2024). Profesionalisme juga mencakup sikap tanggung jawab, ketelitian, dan 

komitmen terhadap standar pemeriksaan. Penerimaan suap oleh oknum auditor seperti 

dijelaskan sebelumnya juga bermakna bahwa auditor gagal dalam menegakkan kode etik 

profesi. Ketika profesionalisme terganggu oleh intervensi atau konflik kepentingan, kualitas 

audit yang dihasilkan tidak mencerminkan kondisi keuangan yang sebenarnya dan berpotensi 



merugikan masyarakat luas. Hal ini memperlihatkan bahwa lemahnya profesionalisme auditor 

tidak hanya mengurangi kepercayaan publik terhadap hasil audit, tetapi juga dapat membuka 

ruang bagi praktik korupsi yang lebih meluas. 

Sejumlah penelitian terdahulu seperti Mahdi et al. (2023), Cahya (2025), Kusuma (2021), 

Hanun & Setiawati (2025) dan Defitri et al. (2022) telah meneliti terkait pengaruh integritas, 

independensi, dan profesionalisme terhadap kualitas audit. Namun, temuan penelitian tersebut 

menunjukkan hasil yang beragam, sehingga masih membuka ruang untuk pengujian lebih 

lanjut, khususnya pada auditor sektor publik. Penelitian sebelumnya umumnya berfokus pada 

auditor internal pemerintah (APIP) atau auditor Kantor Akuntan Publik (KAP), sementara 

kajian yang meneliti auditor Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), khususnya pada BPK 

Perwakilan Provinsi Daerah Khusus Jakarta, masih relatif terbatas. Berbagai kasus yang 

melibatkan auditor BPK, mulai dari praktik suap hingga pengkondisian opini audit. Kondisi ini 

menjadi perhatian mengingat BPK merupakan lembaga yang dipercaya publik untuk menjamin 

transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara. Selain itu, meskipun opini Wajar 

Tanpa Pengecualian (WTP) atas laporan keuangan pemerintah menunjukkan persentase yang 

tinggi, temuan ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam IHPS 

mengindikasikan bahwa kualitas pengelolaan keuangan sektor publik masih menghadapi 

berbagai permasalahan. 

Dalam konteks tersebut, peningkatan kualitas audit tidak hanya bergantung pada hasil 

pemeriksaan, tetapi juga pada karakter, integritas, independensi, dan profesionalisme auditor 

yang menjalankannya. BPK Perwakilan Provinsi Daerah Khusus Jakarta dipilih menjadi objek 

dalam penelitian ini karena memiliki tanggung jawab mengawasi pengelolaan keuangan di 

wilayah dengan kompleksitas fiskal tertinggi dan nilai anggaran terbesar di Indonesia. 

Signifikansi nilai anggaran tersebut menuntut auditor memiliki integritas, independensi, dan 

profesionalisme yang tinggi agar mampu menghasilkan kualitas audit yang andal dan 

berintegritas. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sejauh mana 

integritas, independensi, dan profesionalisme auditor berpengaruh terhadap kualitas audit pada 

BPK Perwakilan Provinsi Daerah Khusus Jakarta. 

 

TINJAUAN PUSTAKA 

Teori Keagenan 

Teori agensi dikenalkan oleh Jensen & Meckling (1976), teori ini mendeskripsikan 

tentang hubungan kontraktual antara principal (pemilik saham) dengan agent (pihak yang 

diberi wewenang). Teori ini menekankan adanya konflik kepentingan dan asimetri informasi, 

ini dikarenakan agent mempunyai aksesibilitas akan informasi yang lebih banyak mengenai 

kondisi organisasi dibandingkan principal. Masalah agensi timbul ketika agent lebih 

mengutamakan kepentingan pribadinya dibandingkan dengan kepentingan principal 

(Eisenhardt, 1989). Situasi ini diperburuk oleh asimetri informasi, yaitu kondisi ketika 

principal tidak memiliki pengetahuan penuh mengenai kondisi perusahaan atau keuangan yang 

sebenarnya, sehingga menciptakan ruang bagi agent untuk bertindak oportunistik. Dalam 

konteks audit sektor publik, auditor BPK berperan sebagai pihak ketiga independen yang 

membantu meyakinkan principal atau masyarakat bahwa laporan keuangan yang telah dibuat 

agent atau pemerintah telah berdasarkan prinsip akuntansi dan bebas dari kecurangan. Dengan 

demikian, keberadaan auditor yang berkualitas mampu menjalankan fungsinya sebagai 

pemeriksa guna menjaga dan melindungi kepercayaan publik (Sanjaya, 2016), dan menjadi 

opsi untuk meminimalisir agency problem. Dengan adanya risiko konflik kepentingan dan 

asimetri informasi, kualitas audit menjadi faktor penting untuk menjaga kepentingan principal. 

Auditor dituntut untuk memiliki integritas, independensi, dan profesionalisme agar dapat 



melaksanakan audit secara objektif dan menghasilkan laporan yang dapat dipercaya. Ketiga 

aspek tersebut berperan penting dalam mengurangi agency problem dan memastikan kualitas 

audit yang dihasilkan dapat memenuhi harapan principal. 

 

Teori Atribusi 

Fritz Heider dalam Syahrir (2022), menjelaskan bahwa teori atribusi ialah perilaku 

seseorang yang dapat dipengaruhi oleh faktor internal maupun eksternal. Faktor internal 

meliputi sikap, sifat, dan karakteristik individu, sedangkan faktor eksternal berasal dari 

lingkungan atau situasi tertentu yang memengaruhi perilaku seseorang. Teori ini menjelaskan 

bahwa terdapat keterkaitan antara perilaku, sikap, dan karakter individu, sehingga melalui 

perilaku dapat dipahami sikap seseorang serta tindakannya dalam situasi tertentu. Kinerja 

seseorang dipengaruhi oleh faktor internal maupun eksternal, dan pada dasarnya perilaku 

auditor berperan penting dalam menentukan kualitas audit yang dihasilkan (Saifudin et al., 

2022). Dalam konteks penelitian ini, teori atribusi digunakan untuk menjelaskan bagaimana 

faktor internal seorang auditor memengaruhi kualitas audit yang dihasilkan. Faktor internal 

tersebut diwujudkan melalui integritas, independensi, dan profesionalisme yang melekat dalam 

diri auditor. Dengan demikian, teori atribusi ini relevan untuk digunakan dalam penelitian ini 

karena menjelaskan bagaimana perilaku auditor yang dipengaruhi faktor internal. Dalam 

penelitian ini variabel integritas, independensi, dan profesionalisme auditor diduga 

memengaruhi tingkat kualitas audit yang dihasilkan. 

 

Kualitas Audit 

Secara konseptual, kualitas audit merupakan peluang bagi auditor untuk mendeteksi dan 

menyampaikan pelanggaran yang terdapat pada sistem akuntansi klien. Menurut DeAngelo 

(1981), kualitas audit dapat diartikan sebagai kombinasi antara kapasitas auditor dalam 

mengidentifikasi kesalahan (competence) serta keberanian auditor untuk mengungkapkannya 

(independence). Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN, 2017) menetapkan bahwa 

audit berkualitas harus dilakukan secara profesional, dengan integritas, independen, dan 

melibatkan pertimbangan profesional yang tepat dalam proses pemeriksaan. Menurut Badewin 

et al. (2025) kualitas audit yang baik mendorong terciptanya transparansi, akuntabilitas, dan 

legitimasi lembaga publik. Jika kualitas audit rendah, opini yang diberikan auditor bisa 

menyesatkan pengguna laporan keuangan, mengurangi kepercayaan publik, dan berpotensi 

menimbulkan kerugian negara. Kualitas audit yang buruk juga dapat merusak citra dan 

legitimasi BPK sebagai lembaga pemeriksa negara. Dalam mengukur kualitas audit maka 

diperlukan indikator. Menurut Martono dalam Sisworini (2024) indikator tersebut yang 

mencakup proses perencanaan audit, proses pelaksanaan audit, dan hasil dari laporan audit. 

Indikator ini selaras dengan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN, 2017) yang 

menekankan audit yang tepat waktu, akurat, objektif, dan lengkap. Indikator-indikator ini 

penting karena menunjukkan sejauh mana audit dilakukan secara profesional dan objektif, 

sehingga opini yang dihasilkan dapat dipercaya (R. P. Sihombing, 2023).  

 

Integritas 

Integritas ialah prinsip etika yang menjadi landasan utama profesi auditor. Integritas 

menuntut auditor untuk bersikap jujur, tegas, dan konsisten ketika melaksanakan tugas sesuai 

aturan dan standar profesi yang berlaku. INTOSAI (2019), menjelaskan bahwa integritas 

adalah salah satu nilai dasar yang wajib dimiliki auditor negara karena tanpa integritas, auditor 

mudah terpengaruh oleh tekanan eksternal yang dapat menurunkan kualitas hasil audit. Namun 



menurut Mahdi et al. (2023), pengaruh tersebut dapat melemah bila terdapat tekanan politik 

yang signifikan. Sulaeman et al. (2024) juga mengatakan integritas auditor dapat memperkuat 

hubungan kompetensi, profesionalisme, dan independensi pada kualitas audit, karena auditor 

yang berintegritas akan lebih konsisten dalam menerapkan standar audit meskipun menghadapi 

dilema etis. Untuk mengukur integritas auditor, sejumlah indikator sering digunakan dalam 

penelitian terdahulu. Muslim et al. (2020) mengemukakan bahwa integritas tercermin dari 

kejujuran auditor dalam menyampaikan temuan audit, keberanian dalam melaporkan 

pelanggaran meskipun menghadapi risiko, bijaksana serta tanggung jawab dalam menjalankan 

standar profesi. Sementara itu, Alsughayer (2021) mengatakan elemen yang memengaruhi 

kualitas audit terkait integritas adalah bagaimana auditor melaksanakan tugas auditnya dengan 

menjunjung tinggi prinsip kejujuran, ketekunan, kewajaran, dan objektivitas. Integritas dalam 

peraturan BPK RI (2018), menanamkan nilai kejujuran, objektivitas, dan ketegasan dalam 

menjalankan prinsip, nilai, serta pengambilan keputusan. Indikator-indikator tersebut dapat 

dijadikan acuan dalam mengukur sejauh mana auditor memegang prinsip integritas dalam 

pelaksanaan tugasnya. 

 

Independensi 

Independensi auditor merupakan kemampuan seorang auditor untuk menjaga sikap 

mental yang objektif serta bebas dari keberpihakan terhadap kepentingan klien dalam 

melaksanakan pemeriksaan, menilai hasil, dan memberikan pengesahan dalam laporan audit 

(Mulyani & Munthe, 2019). Demikian pula, (SPKN, 2017) mewajibkan auditor BPK untuk 

bersikap independen agar laporan hasil pemeriksaan yang dihasilkan dapat dipercaya dan 

memiliki legitimasi di mata publik. Independensi memiliki dua dimensi penting, yaitu 

independence in fact dan independence in appearance. Independence in fact mengacu pada 

kejujuran serta kebebasan berpikir auditor dalam menilai fakta dan bukti audit, sedangkan 

independence in appearance berkaitan dengan persepsi publik bahwa auditor bertindak bebas 

dan tidak memihak (Fikri & Galib, 2022). Kedua dimensi ini saling melengkapi untuk menjaga 

kredibilitas hasil audit dan kepercayaan publik. Menurut Kurniawan (2023), meskipun 

kompleksitas dalam menjaga independensi, para pemangku kepentingan mengakui pentingnya 

intervensi regulasi, pedoman etis, dan keterlibatan pemangku kepentingan dalam menjaga 

independensi auditor dan meningkatkan kualitas audit. Independensi memiliki beberapa 

indikator, di dalam penelitian Kusumawardani & Riduwan (2017) indikator independensi yaitu 

hubungan dengan klien, adanya tekanan dari klien, besaran honorarium audit, durasi 

penugasan, serta fasilitas tambahan yang diberikan oleh klien. Penelitian Sulaeman et al. (2024) 

dan (Dinda & Annisa, 2024) independensi diukur dari penyusunan program audit, pelaksanaan 

verifikasi, dan pelaporan, yang semuanya harus dijaga untuk keberhasilan audit. Dalam 

peraturan BPK RI (2018), setiap kegiatan pemeriksaan, pemeriksa harus bersikap bebas, baik 

secara mental maupun dalam penampilan, dari segala bentuk gangguan pribadi, eksternal, 

maupun organisasi yang dapat memengaruhi objektivitas dan independensinya. 

 

Profesionalisme 

Profesionalisme auditor mencakup tiga aspek penting: kompetensi, kehati-hatian (due 

care), dan ketaatan terhadap standar profesi. Seorang auditor yang professional diharuskan 

untuk memiliki pengetahuan dan keterampilan yang memadai, baik dari pendidikan formal 

maupun pelatihan intensif yang memungkinkan mereka melaksanakan audit secara efektif dan 

efisien, bahkan ketika menghadapi kompleksitas pemeriksaan yang tinggi (Sulaeman et al., 

2024). Ketaatan pada standar profesi seperti kode etik dan standar audit yang berlaku menjamin 



bahwa auditor tidak hanya kompeten dan berhati-hati, tetapi juga konsisten menjunjung 

integritas, objektivitas, rahasia, dan perilaku profesional lainnya (Wahyuni & Rizal, 2022). 

Arens dalam Natalina et al. (2022) mengatakan bahwa profesionalisme bukan sekadar 

memenuhi kewajiban pribadi atau aturan hukum, tetapi merupakan tanggung jawab moral 

kepada masyarakat. Untuk mengukur profesionalisme auditor, beberapa penelitian Susilo dan 

Widyastuti dalam Sulaeman et al. (2024), Kusuma (2021), Sisworini (2024) menyebutkan 

indikator utama yaitu, kemandirian mencerminkan kemampuan auditor dalam mengambil 

keputusan secara objektif, sementara pengabdian terhadap profesi menunjukkan komitmen dan 

dedikasi auditor dalam menjalankan tugasnya. Kewajiban sosial menggambarkan kesadaran 

auditor bahwa profesinya dijalankan untuk kepentingan publik. Selain itu, profesionalisme juga 

tercermin dari kemampuan auditor menjalin hubungan kerja yang baik dengan sesama auditor 

serta keyakinan terhadap aturan profesi yang diwujudkan melalui kepatuhan pada regulasi dan 

standar profesi yang berlaku. Dengan demikian, profesionalisme auditor merupakan kombinasi 

dari sikap, keahlian, serta komitmen yang harus terus ditingkatkan melalui pendidikan, adaptasi 

teknologi, dan penelitian terbaru sehingga dapat meningkatkan kualitas audit sekaligus 

menjaga kepercayaan publik. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Berdasarkan tinjauan teori dan hasil penelitian terdahulu yang relevan, penelitian ini 

merumuskan hipotesis sebagai berikut:  

H1: Integritas berpengaruh positif terhadap kualitas audit. 

H2: Independensi berpengaruh positif terhadap kualitas audit. 

H3: Profesionalisme berpengaruh positif terhadap kualitas audit. 

 

METODOLOGI PENELITIAN 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif berupa angka yang diperoleh melalui 

kuesioner. Instrumen penelitian disusun menggunakan skala Likert lima poin untuk mengukur 

variabel integritas, independensi, profesionalisme, dan kualitas audit. Populasi dalam 

penelitian ini adalah auditor pada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi 

Daerah Khusus Jakarta. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah purposive 

sampling, dengan jumlah sampel sebanyak 51 auditor yang memenuhi kriteria sebagai 

responden penelitian. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data Data primer 

diperoleh secara langsung dari responden melalui penyebaran kuesioner, sedangkan data 

sekunder diperoleh dari literatur, peraturan perundang-undangan, serta hasil penelitian 

Profesionalisme 

Independensi 

Integritas 

Kualitas Audit 

Sumber : Data Diolah 2025 

Gambar 1. Model Kerangka Penelitian 



terdahulu yang relevan. Analisis data dilakukan menggunakan metode Structural Equation 

Modeling–Partial Least Squares (SEM-PLS) dengan bantuan perangkat lunak SmartPLS, yang 

digunakan untuk menguji hubungan antar variabel laten serta mengukur pengaruh integritas, 

independensi, dan profesionalisme auditor terhadap kualitas audit. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Objek Penelitian 

Objek penelitian ini adalah Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), lembaga negara yang 

memiliki kewenangan konstitusional untuk memeriksa pengelolaan dan pertanggungjawaban 

keuangan negara sesuai amanat Undang-Undang Dasar 1945. Penelitian difokuskan pada BPK 

Perwakilan Provinsi Daerah Khusus Jakarta yang bertugas melakukan pemeriksaan atas 

pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Jakarta 

beserta entitas terkait. Struktur organisasi BPK Perwakilan DKJ terdiri atas Kepala Perwakilan, 

Subpemeriksaan/Bidang Pemeriksaan DKJ I sampai DKJ IV, Seksi Pemeriksaan, serta Bagian 

Umum dan Tata Usaha. Berdasarkan Panduan Manajemen Pemeriksaan (PMP), organisasi 

pemeriksaan melibatkan Pemberi Tugas Pemeriksaan (PTP), Pejabat Struktural Pemeriksaan 

(PSP), dan Pejabat Fungsional Pemeriksa (PFP) yang menjalankan peran sebagai penanggung 

jawab, pengendali mutu, pengendali teknis, ketua tim, dan anggota tim pemeriksa. 

Pengumpulan data dilakukan melalui penyebaran kuesioner berbasis Google Form kepada 

pemeriksa BPK DKJ pada 11–30 November 2025, dengan jumlah responden yang dapat diolah 

sebanyak 51 orang dari total 53 responden yang masuk. 

Deskripsi Responden 

Responden penelitian merupakan pemeriksa BPK Perwakilan Provinsi Daerah Khusus 

Jakarta dengan karakteristik jabatan, jenis kelamin, usia, dan pengalaman kerja yang beragam. 

Berdasarkan jabatan, mayoritas responden merupakan Pemeriksa Ahli Muda/Muda (61%), 

diikuti Pemeriksa Ahli Madya dan Pertama masing-masing sebesar 18%, serta sebagian kecil 

berasal dari jabatan struktural. Dari sisi jenis kelamin, komposisi responden relatif seimbang 

antara perempuan (51%) dan laki-laki (49%). Berdasarkan usia, responden didominasi oleh 

kelompok usia 41–50 tahun (47%) dan di atas 50 tahun (31%), yang menunjukkan tingkat 

kematangan profesional yang tinggi. Sejalan dengan hal tersebut, sebagian besar responden 

memiliki pengalaman kerja lebih dari 15 tahun (80%), mencerminkan bahwa penelitian ini 

didukung oleh responden dengan tingkat senioritas dan pengalaman audit yang memadai. 

Distribusi Frekuensi Variabel Sebelum Eliminasi  

Analisis distribusi frekuensi sebelum eliminasi menunjukkan bahwa secara umum 

responden memberikan penilaian tinggi terhadap seluruh variabel penelitian, yaitu kualitas 

audit, integritas, independensi, dan profesionalisme. Mayoritas jawaban terkonsentrasi pada 

kategori setuju dan sangat setuju, dengan nilai rata-rata keseluruhan masing-masing variabel 

berada di atas 4,00. Hal ini mengindikasikan bahwa pemeriksa BPK Perwakilan Provinsi 

Daerah Khusus Jakarta memiliki persepsi positif terhadap praktik audit yang dijalankan, baik 

dari sisi perencanaan, pelaksanaan, maupun pelaporan dan tindak lanjut audit. Pada variabel 

kualitas audit sebelum eliminasi, nilai mean sebesar 4,37 menunjukkan bahwa kualitas audit 

dipersepsikan tinggi oleh responden. Pemeriksa dinilai telah melaksanakan perencanaan audit 

secara sistematis dengan menetapkan sasaran, ruang lingkup, dan metodologi pemeriksaan 

sesuai SPKN, melaksanakan audit dengan pengumpulan bukti yang optimal, kepatuhan 

terhadap kode etik, serta kehati-hatian profesional, dan menyusun laporan hasil pemeriksaan 



secara objektif, lengkap, serta konstruktif. Meskipun terdapat sedikit variasi jawaban pada 

beberapa item, khususnya terkait penyelesaian permasalahan hingga akhir pemeriksaan, secara 

umum kualitas audit berada pada kategori tinggi. 

Variabel integritas sebelum eliminasi memperoleh nilai mean sebesar 4,41 yang 

mencerminkan tingkat integritas pemeriksa yang tinggi. Responden menilai bahwa pemeriksa 

bekerja secara jujur, tidak menerima fasilitas dari pihak terkait, berani mengambil keputusan 

dengan pertimbangan profesional, bersikap bijaksana tanpa memaksakan kehendak pribadi, 

serta bertanggung jawab atas hasil pemeriksaannya. Demikian pula, variabel independensi dan 

profesionalisme sebelum eliminasi menunjukkan nilai mean masing-masing sebesar 4,24 dan 

4,28. Meskipun terdapat variasi jawaban pada beberapa indikator independensi, khususnya 

terkait potensi gangguan organisasi, secara keseluruhan pemeriksa tetap dipersepsikan 

independen, profesional, dan objektif dalam menjalankan tugasnya. 

Distribusi Frekuensi Variabel Sesudah Eliminasi  

Setelah dilakukan pengujian outer model, sejumlah item dieliminasi karena tidak 

memenuhi kriteria outer loading minimum atau untuk menyesuaikan nilai composite reliability 

yang berlebih. Eliminasi ini tidak mengubah makna konstruk, karena item yang dipertahankan 

tetap merepresentasikan indikator utama masing-masing variabel. Hasil distribusi frekuensi 

setelah eliminasi justru menunjukkan konsistensi persepsi responden dengan nilai rata-rata 

yang tetap tinggi, bahkan cenderung meningkat pada beberapa variabel. Variabel kualitas audit 

setelah eliminasi memiliki nilai mean sebesar 4,41, yang menunjukkan persepsi sangat positif 

terhadap kualitas pemeriksaan. Item yang dipertahankan merefleksikan perencanaan audit yang 

baik, pelaksanaan audit yang patuh etika dan berbasis bukti, serta hasil audit yang akurat, 

objektif, dan bermanfaat. Variabel integritas setelah eliminasi juga menunjukkan nilai mean 

tinggi sebesar 4,40, yang menegaskan bahwa pemeriksa menjalankan tugas dengan kejujuran, 

keberanian, kebijaksanaan, dan tanggung jawab yang kuat. 

Selanjutnya, variabel independensi dan profesionalisme setelah eliminasi masing-

masing memperoleh nilai mean sebesar 4,32 dan 4,20. Hasil ini menunjukkan bahwa pemeriksa 

secara umum mampu menjaga independensi pribadi dan eksternal, meskipun masih terdapat 

persepsi minor terkait potensi pengaruh struktural organisasi. Profesionalisme pemeriksa 

tercermin melalui kemampuan bekerja mandiri, komitmen peningkatan kompetensi, kesadaran 

akan peran sosial profesi, kerja sama dengan rekan seprofesi, serta pengambilan keputusan 

audit berdasarkan fakta dan bukti. Secara keseluruhan, distribusi frekuensi sebelum dan 

sesudah eliminasi menegaskan bahwa konstruk penelitian stabil, reliabel, dan mencerminkan 

praktik audit yang berkualitas pada BPK Perwakilan Provinsi Daerah Khusus Jakarta. 

Uji Statistik Deskriptif 

Hasil uji statistik deskriptif setelah eliminasi indikator menunjukkan bahwa seluruh 

variabel penelitian memiliki nilai rata-rata di atas 4,00, yang mengindikasikan persepsi 

responden berada pada kategori setuju hingga sangat setuju. Variabel integritas, 

profesionalisme, dan kualitas audit memiliki nilai minimum sebesar 2, yang menunjukkan 

tidak adanya responden yang memberikan penilaian sangat tidak setuju, serta mayoritas 

jawaban terkonsentrasi pada rentang nilai 3–5. Nilai rata-rata tertinggi terdapat pada variabel 

kualitas audit (4,41), diikuti integritas (4,40) dan profesionalisme (4,20), yang mencerminkan 

persepsi positif dan relatif homogen terhadap pelaksanaan pemeriksaan. Sementara itu, 

variabel independensi memiliki nilai rata-rata sebesar 4,32 dengan nilai minimum 1, yang 

menunjukkan adanya variasi persepsi responden dibandingkan variabel lainnya. Meskipun 

demikian, mayoritas responden tetap memberikan penilaian setuju dan sangat setuju, sehingga 

independensi pemeriksa secara umum berada pada kategori tinggi. Variasi penilaian ini 

mengindikasikan bahwa persepsi terhadap independensi lebih dipengaruhi oleh konteks dan 



pengalaman pemeriksaan di lapangan, meskipun standar dan ketentuan yang mengatur 

independensi telah ditetapkan secara seragam. 

Uji Validitas Konvergen 

 

Gambar 2. Model Pengukuran Awal 

Evaluasi model pengukuran dilakukan melalui pengujian nilai outer loading dan 

reliabilitas konstruk. Mengacu pada (Chin, 1998), indikator dengan nilai outer loading ≥0,60 

dinyatakan layak, sementara indikator di bawah batas tersebut dieliminasi karena tidak 

merepresentasikan konstruk secara optimal. Selain itu, eliminasi juga dilakukan ketika nilai 

composite reliability melebihi 0,95 sebagaimana dijelaskan oleh (Hair et al., 2021), karena 

kondisi tersebut mengindikasikan redundansi indikator atau item yang terlalu mirip (item 

duplication). Berdasarkan hasil pengujian awal, beberapa indikator dieliminasi untuk 

meningkatkan validitas konvergen dan memastikan setiap konstruk diukur secara proporsional. 

 

Gambar 3. Model Pengukuran Setelah Eliminasi 



Hasil pengujian setelah eliminasi menunjukkan bahwa seluruh indikator memiliki nilai 

outer loading di atas 0,60, sehingga seluruh item dinyatakan valid dan layak digunakan pada 

tahap pengujian berikutnya. Pada variabel integritas, indikator dengan kontribusi tertinggi 

adalah X13, sedangkan pada variabel independensi indikator terkuat adalah X22. Variabel 

profesionalisme paling kuat direpresentasikan oleh indikator X315, dan pada variabel kualitas 

audit indikator Y15 menjadi indikator dominan. Meskipun terdapat indikator dengan kontribusi 

relatif lebih rendah pada masing-masing variabel, seluruhnya tetap memenuhi kriteria validitas. 

Dengan demikian, model pengukuran setelah eliminasi telah memenuhi persyaratan statistik 

dan mampu merepresentasikan konstruk penelitian secara akurat dan andal. Kemudian 

berdasarakan Average Variance Extracted (AVE) juga menunjukkan korelasi indikator (item 

pengukuran) dengan variabel. 

Tabel 1. Hasil Average Variance Extracted (AVE) 

Variabel AVE 

Integritas 0.644 

Independensi 0.551 

Profesionalisme 0.685 

Kualitas Audit 0.714 

Sumber:  Hasil Output SmartPLS 4.0. Data diolah (2025) 

Berdasarkan hasil pengujian Average Variance Extracted (AVE), seluruh variabel 

penelitian memiliki nilai AVE ≥ 0,50, sehingga memenuhi kriteria validitas konvergen. 

Variabel Integritas memiliki nilai AVE sebesar 0,644, Independensi sebesar 0,551, 

Profesionalisme sebesar 0,685, dan Kualitas Audit sebesar 0,714. Hal ini menunjukkan bahwa 

lebih dari 50% variasi indikator pada masing-masing variabel dapat dijelaskan oleh konstruk 

laten yang diukur. Dengan demikian, seluruh indikator pada variabel Integritas, Independensi, 

Profesionalisme, dan Kualitas Audit dinyatakan valid dan mampu merepresentasikan konstruk 

penelitian dengan baik. 

Uji Validitas Diskriminasi 

Tabel 2. Hasil Cross Loading 

Korelasi X1 X2 X3 Y 

X11 0.772 0.516 0.477 0.599 

X13 0.878 0.542 0.480 0.616 

X15 0.717 0.550 0.431 0.631 

X17 0.760 0.527 0.513 0.507 

X18 0.872 0.637 0.542 0.609 

X21 0.569 0.769 0.651 0.501 

X22 0.598 0.842 0.673 0.578 

X23 0.482 0.710 0.407 0.481 

X24 0.507 0.789 0.495 0.449 

X26 0.502 0.667 0.392 0.398 

X29 0.391 0.658 0.266 0.291 

X303 
0.560 0.730 0.787 0.599 

X307 
0.400 0.550 0.748 0.525 

X310 
0.424 0.533 0.879 0.649 



X311 
0.559 0.472 0.815 0.637 

X315 
0.566 0.533 0.901 0.706 

Y01 
0.675 0.578 0.559 0.860 

Y05 
0.712 0.555 0.698 0.874 

Y07 
0.573 0.361 0.439 0.797 

Y15 
0.715 0.612 0.769 0.934 

Y19 
0.427 0.487 0.687 0.747 

Sumber: Hasil Output SmartPLS 4.0. Data diolah (2025) 

Berdasarkan hasil cross loading, seluruh indikator menunjukkan nilai korelasi tertinggi 

pada variabel konstraknya masing-masing dibandingkan dengan variabel lainnya. Hal ini 

mengindikasikan bahwa setiap item pengukuran memiliki kemampuan diskriminatif yang baik 

dalam merepresentasikan konstruk yang diukur. Sebagai contoh, indikator X11 memiliki 

korelasi tertinggi dengan variabel Integritas dibandingkan dengan Independensi, 

Profesionalisme, dan Kualitas Audit. Demikian pula, indikator X21 menunjukkan korelasi 

tertinggi pada variabel Independensi, sementara indikator X301 paling kuat berkorelasi dengan 

variabel Profesionalisme, dan indikator Y01 memiliki korelasi tertinggi pada variabel Kualitas 

Audit. Kondisi ini juga terjadi pada indikator-indikator lainnya, sehingga dapat disimpulkan 

bahwa seluruh konstruk telah memenuhi kriteria validitas diskriminan. 

Uji Reliabilitas 

Tabel 3. Hasil Composite Reliability dan Cronbach’s Alpha 

Variabel Cronbach Alpha Composite Reliability 

(rho_c) 

Integritas 0.860 0.900 

Independensi 0.836 0.879 

Profesionalisme 0.884 0.916 

Kualitas Audit 0.898 0.925 
Sumber: Hasil Output SmartPLS 4.0. Data diolah (2025) 

Berdasarkan hasil pengujian reliabilitas, seluruh variabel dalam penelitian ini telah 

memenuhi kriteria reliabel. Nilai composite reliability masing-masing variabel berada dalam 

rentang yang disyaratkan, yaitu di atas 0,60 dan tidak melebihi 0,95, sehingga menunjukkan 

bahwa indikator-indikator mampu merepresentasikan konstruk secara konsisten (Hair et al., 

2021). Hasil uji Cronbach’s Alpha juga memperkuat temuan tersebut, di mana seluruh variabel 

memiliki nilai di atas 0,60. Dengan demikian, variabel Integritas, Independensi, 

Profesionalisme, dan Kualitas Audit dapat dinyatakan memiliki tingkat konsistensi internal 

yang baik dan layak digunakan sebagai alat ukur dalam penelitian ini. 

Uji Koefisien Determinasi (R-Square) 

Tabel 4. Hasil Uji R-Square 

Variabel R-Square R-Square adjusted 

Kualitas Audit 0.701 0.682 
Sumber: Data diolah (2025) 

Berdasarkan hasil pengujian model struktural, nilai R-Square untuk variabel Kualitas 

Audit sebesar 0,701, sedangkan nilai R-Square adjusted tercatat 0,682. Nilai ini menunjukkan 



bahwa variabel integritas, independensi dan profesionalisme dalam penelitian mampu 

menjelaskan sekitar 68,2% variasi pada variabel Kualitas Audit, sementara sisanya dipengaruhi 

oleh faktor lain di luar model yang diteliti. Mengacu pada pedoman (Hair et al., 2021), nilai 

tersebut berada pada kategori cukup kuat, sehingga model dapat dinilai memiliki daya jelaskan 

yang baik. 

Uji Hipotesis 

Tabel 5. Hasil Uji Path Coefficients 

Pengaruh 

Variabel 

Original 

Sample 

Sample 

Mean 

Standar 

Deviation 

T-

statistics 

P-Value 

INT → KA 0.466 0.467 0.134 3.479 0.000 

IND → KA -0.036 -0.030 0.140 0.259 0.398 

PRO → KA 0.498 0.490 0.160 3.115 0.001 
Sumber: Data diolah (2025) 

Uji hipotesis dilakukan dengan melihat nilai t-statistic, p-value, dan arah koefisien jalur 

(path coefficients). Hipotesis dinyatakan diterima apabila nilai p-value < 0,05 dan t-statistic > 

1,96. Hasil pengujian menunjukkan bahwa integritas berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap kualitas audit dengan nilai koefisien sebesar 0,466, t-statistic 3,479, dan p-value 

0,000, sehingga H1 diterima. Sebaliknya, independensi tidak berpengaruh signifikan terhadap 

kualitas audit. Hal ini ditunjukkan oleh nilai koefisien sebesar -0,036, t-statistic 0,259, dan p-

value 0,398, yang tidak memenuhi kriteria signifikansi, sehingga H2 ditolak. Sementara itu, 

profesionalisme terbukti berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas audit dengan nilai 

koefisien 0,498, t-statistic 3,115, dan p-value 0,001. Dengan demikian, H3 diterima. Secara 

keseluruhan, hasil ini menegaskan bahwa integritas dan profesionalisme merupakan faktor 

utama yang memengaruhi kualitas audit dalam model penelitian ini. 

Pengaruh Integritas Terhadap Kualitas Audit 

Pengujian hipotesis dibuktikan oleh nilai t-statistic 3.479 > 1.96, p-value 0.000 < 0.05, 

dan koefisien positif 0.466. Dengan demikian integritas memiliki pengaruh positif dan 

signifikan terhadap kualitas audit pada pemeriksa BPK Perwakilan Provinsi Daerah Khusus 

Jakarta, sehingga hipotesis H1 diterima. Temuan ini konsisten dengan hasil analisis deskriptif, 

di mana indikator integritas memperoleh skor rata-rata yang tinggi. Hal tersebut menunjukkan 

bahwa para pemeriksa BPK Perwakilan Provinsi Daerah Khusus Jakarta secara umum dinilai 

memiliki kejujuran, keberanian, kebijaksanaan dan tanggung jawab dalam melaksanakan tugas 

pemeriksaan.  

Hasil ini sejalan dengan berbagai temuan penelitian sebelumnya Andi Hardianti et al. 

(2022), Wati et al. (2024), Murdiawati (2025) ketiganya meneliti pada lembaga sektor publik 

dan menyimpulkan bahwa integritas pemeriksa berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit, 

di mana pemeriksa dengan tingkat kejujuran dan rasa tanggung jawab yang tinggi cenderung 

menghasilkan laporan audit yang lebih akurat dan menjadikan integritas sebagai determinan 

penting dalam meningkatkan kualitas audit.  

Dari perspektif teori atribusi, integritas merupakan faktor disposisional yang melekat 

pada diri pemeriksa. Dalam agency theory, integritas berfungsi sebagai mekanisme 

pengendalian perilaku agent yang menghadapi asimetri informasi. Karena itu, hubungan positif 

antara integritas dan kualitas audit secara logis sesuai dengan peran pemeriksa sebagai penjaga 

kepentingan principal. Kaitan dengan konteks sektor publik, khususnya BPK, juga sangat 

relevan. BPK memiliki kode etik yang ketat serta ditopang oleh budaya organisasi yang 

menekankan perilaku berintegritas, anti-korupsi, dan independensi moral. Proses rekrutmen, 



pelatihan, dan pengawasan internal BPK secara sistematis membentuk pemeriksa dengan 

karakter integritas tinggi. Ketika pemeriksa bekerja dalam lingkungan yang sangat 

menekankan nilai-nilai tersebut, integritas menjadi faktor internal yang kuat dalam 

memengaruhi kualitas audit. Oleh karena itu, hasil penelitian ini secara logis memperlihatkan 

bahwa integritas menjadi salah satu faktor dominan dalam menjelaskan kualitas audit pada 

BPK Perwakilan Daerah Khusus Jakarta. 

Pengaruh Independensi Terhadap Kualitas Audit 

 Hasil pengujian hipotesis menunjukkan nilai t-statistic sebesar 0,259 < 1,96 dan p-value 

0,398 > 0,05, dengan arah koefisien negatif (-0,036), Dengan demikian, variabel independensi 

tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap kualitas audit pada pemeriksa BPK Perwakilan 

Provinsi Daerah Khusus Jakarta, sehingga hipotesis H2 ditolak. Temuan ini dapat dilihat juga 

dari hasil sebaran kuesioner yang meskipun mayoritas menyatakan setuju pada pernyataan 

“Pemeriksaan audit bebas dari intervensi pimpinan tentang prosedur yang dipilih pemeriksa”, 

namun masih terdapat responden yang merasakan akan potensi intervensi pimpinan dalam 

proses pemeriksaan. Meskipun demikian, potensi intervensi pimpinan sebenarnya telah diatur 

secara tegas dalam Panduan Manajemen Pemeriksaan (PMP) BPK, di mana pimpinan hanya 

berwenang pada aspek perencanaan strategis dan pengelolaan sumber daya, namun tidak 

diperkenankan memodifikasi ruang lingkup teknis pemeriksaan, menentukan temuan, maupun 

mengubah kesimpulan pemeriksa. 

Temuan ini sejalan dengan penelitian Fachruddin et al. (2022) meneliti pemeriksa 

sektor publik dan menemukan bahwa independensi tidak berpengaruh signifikan karena 

independensi merupakan kekuatan eksternal (external force) yang membentuk sikap 

pemeriksa, bukan kompetensi teknis yang langsung memengaruhi hasil audit. Temuan Rasuli 

et al. (2024) juga menemukan bahwa independensi tidak memiliki pengaruh terhadap kualitas 

audit, menurutnya hal ini karena pengukuran independensi pemeriksa tidak diturunkan dari 

sikap mental pemeriksa itu sendiri, dan sebaiknya diwakili oleh empat sub-variabel, yaitu: (a) 

lama hubungan dengan klien, (b) tekanan dari klien, (c) review dari sesama pemeriksa, dan (d) 

layanan non-audit. 

Independensi pemeriksa merupakan sikap mental yang mencerminkan objektivitas, 

namun tidak selalu tercermin langsung dalam tindakan teknis pemeriksaan. Kualitas audit lebih 

dipengaruhi oleh kepatuhan terhadap standar, kemampuan teknis, penguasaan prosedur, dan 

ketelitian pelaksanaan audit. Dalam teori atribusi, independensi dikategorikan sebagai faktor 

situasional yang dibentuk oleh struktur organisasi dan regulasi. Ketika pemeriksa bekerja 

dalam sistem yang sama dan ketat, variasi independensi personal menjadi kecil sehingga tidak 

cukup kuat menjelaskan perbedaan kualitas audit. Dari perspektif agency theory, independensi 

berfungsi mencegah moral hazard melalui pengawasan objektif, namun karena telah 

dilembagakan secara struktural dan bersifat homogen, pengaruhnya tidak tampak signifikan 

secara statistik. Dengan demikian, independensi berperan sebagai prinsip etis pendukung, 

bukan determinan utama kualitas audit. Dalam konteks BPK, kualitas audit dijaga melalui 

perangkat formal seperti SPKN, pedoman pemeriksaan, serta sistem pengendalian mutu 

internal yang ketat. Mekanisme supervisi berlapis dan kepatuhan prosedural memastikan 

konsistensi hasil audit, sehingga kualitas audit lebih merefleksikan kepatuhan sistem daripada 

kondisi psikologis individual pemeriksa. 

Pengaruh Profesionalisme Terhadap Kualitas Audit 

Hasil pengujian hipotesis menunjukkan nilai t-statistic 3,115 > 1,96, p-value 0,001 < 

0,05, dan koefisien positif 0,498. Dengan demikian profesionalisme memiliki pengaruh positif 

dan signifikan terhadap kualitas audit pada pemeriksa BPK Perwakilan Provinsi Daerah 



Khusus Jakarta, sehingga hipotesis H3 diterima. Temuan ini konsisten dengan hasil analisis 

deskriptif, di mana indikator profesionalisme memperoleh skor rata-rata tertinggi dibanding 

variabel lainnya. Hal tersebut menunjukkan bahwa para pemeriksa BPK Perwakilan Provinsi 

Daerah Khusus Jakarta secara umum dinilai memiliki kemandirian, pengabdian pada profesi, 

pemenuhan kewajiban sosial, hubungan yang baik dengan rekan seprofesi, serta keyakinan 

terhadap aturan profesi, sehingga mendukung pelaksanaan pemeriksaan yang berkualitas. 

Hasil ini sejalan dengan berbagai temuan penelitian sebelumnya, M. Y. Sihombing et 

al. (2023), Fazmi et al. (2022), Budiman (2023) yang menyimpulkan bahwa profesionalisme 

pemeriksa secara signifikan meningkatkan kualitas audit sektor publik, terutama melalui 

penerapan skeptisisme profesional, kehati-hatian, objektivitas, dan kepatuhan pada kode etik. 

Pemeriksa dengan kompetensi teknis dan komitmen profesional yang tinggi cenderung 

menghasilkan laporan audit yang lebih akurat dan andal. Dalam perspektif teori atribusi, 

profesionalisme merupakan faktor disposisional yang bersumber dari kompetensi, pengalaman, 

dan komitmen individu terhadap standar profesi, sehingga berkontribusi langsung pada 

ketelitian prosedur audit. Sementara itu, dalam agency theory, profesionalisme memperkuat 

peran pemeriksa sebagai mekanisme monitoring dengan mengurangi asimetri informasi 

melalui pengumpulan bukti yang lebih akurat dan penilaian risiko yang tepat. Dalam konteks 

BPK, profesionalisme diperkuat oleh standar profesi yang ketat serta program pengembangan 

kapasitas berkelanjutan, menjadikannya faktor internal dominan dalam menjelaskan kualitas 

audit. 

Kaitan dengan konteks sektor publik, khususnya BPK, juga sangat relevan. BPK 

memiliki standar profesi yang ketat serta ditopang oleh berbagai program pengembangan 

kapasitas pemeriksa seperti Pendidikan dan pelatihan teknis, Knowledge Transfer Forum 

(KTF), workshop persiapan pemeriksaan, dan sertifikasi pemeriksa. Proses ini secara 

sistematis membentuk pemeriksa dengan kemampuan teknis yang memadai untuk 

menjalankan prosedur audit secara efektif dan efisien, menerapkan standar pemeriksaan 

dengan konsisten, serta memahami pedoman audit secara mendalam. Mengingat kompleksitas 

entitas pemerintah, variasi jenis pemeriksaan (keuangan, kinerja, PDTT), serta tingginya 

harapan publik terhadap akuntabilitas, profesionalisme menjadi sangat vital di lingkungan 

BPK. Ketika pemeriksa bekerja dalam sistem yang menuntut kepatuhan prosedural dan 

pengendalian mutu berlapis, profesionalisme menjadi faktor internal yang kuat dalam 

memengaruhi kualitas audit. Oleh karena itu, hasil penelitian ini secara logis memperlihatkan 

bahwa profesionalisme menjadi salah satu faktor dominan dalam menjelaskan kualitas audit 

pada BPK Perwakilan Provinsi Daerah Khusus Jakarta. 

 

SIMPULAN 

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh integritas, independensi, dan 

profesionalisme terhadap kualitas audit pada pemeriksa BPK Perwakilan Provinsi Daerah 

Khusus Jakarta dengan melibatkan 51 responden. Berdasarkan hasil analisis data dan pengujian 

hipotesis menggunakan metode Structural Equation Modeling (SEM), dapat disimpulkan 

bahwa integritas dan profesionalisme pemeriksa berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

kualitas audit. Pemeriksa yang memiliki integritas tinggi serta profesionalisme yang baik 

cenderung mampu melaksanakan proses audit secara objektif, cermat, dan bertanggung jawab, 

sehingga menghasilkan kualitas audit yang kredibel dan dapat dipercaya. Sementara itu, 

independensi pemeriksa tidak menunjukkan pengaruh yang signifikan terhadap kualitas audit. 

Temuan ini mengindikasikan bahwa independensi telah menjadi bagian yang melekat dalam 

sistem kelembagaan BPK melalui standar, pedoman, dan mekanisme pengendalian internal 

yang kuat, sehingga tingkat independensi pemeriksa relatif seragam dan tidak lagi menjadi 

faktor pembeda dalam menentukan kualitas audit. Dengan demikian, peningkatan kualitas 



audit sektor publik lebih ditentukan oleh penguatan nilai integritas dan profesionalisme 

individu pemeriksa. 

Penelitian ini memiliki keterbatasan pada ruang lingkup variabel yang digunakan, di 

mana kualitas audit hanya diukur berdasarkan integritas, independensi, dan profesionalisme 

pemeriksa. Padahal, berdasarkan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN), kualitas 

audit juga dipengaruhi oleh faktor lain seperti kompetensi, due professional care, skeptisisme 

profesional, pengalaman kerja, dan sistem pengendalian mutu pemeriksaan. Selain itu, 

keterbatasan juga terdapat pada ketersediaan instrumen pengukuran yang terstandarisasi dalam 

konteks audit sektor publik, sehingga indikator penelitian disesuaikan dari penelitian terdahulu. 

Penelitian selanjutnya disarankan untuk menambahkan variabel lain yang relevan 

sesuai SPKN serta mengembangkan instrumen pengukuran yang lebih spesifik untuk audit 

sektor publik. Bagi Badan Pemeriksa Keuangan, penguatan nilai integritas dan profesionalisme 

pemeriksa perlu terus dilakukan melalui pembinaan dan pengawasan berkelanjutan guna 

meningkatkan kualitas audit dan menjaga kepercayaan publik. 
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